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ABSTRAK

Skripsi ini meneliti dinamika kekebalan diplomatik, khususnya dalam kasus
pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga diplomat berdasarkan Konvensi
Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Penelitian ini berfokus pada
bagaimana Konvensi Wina mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh utusan
diplomatik, alasan di balik perlindungan kekebalan bagi keluarga diplomat, dan
mekanisme hukum yang ada untuk tindak pidana terkait perwakilan diplomatik.
Alasan historis dan praktis dari perluasan hak istimewa ini kepada keluarga
diplomat dalam protokol internasional dan kedaulatan negara juga ditelusuri.
Dengan tipe penelitian hukum normatif yang turut membahas tinjauan kasus
hukum, dikaitkan dengan Theory of Extraterritoriality, Theory of Functional
Necessity, dan Representative Character Theory. Hasil penelitian ini adalah bahwa
Konvensi ini tidak membahas secara spesifik tentang tindak pidana dalam lingkup
kerja diplomatik tetapi menekankan perwakilan diplomatik untuk mematuhi hukum
setempat, menjabarkan alasan diberikannya kekebalan diplomatik berdasarkan
alasan administratif dan praktik hukum kebiasaan internasional karena mereka
dinggap sebagai representasi langsung dari pemimpin negara yang berdaulat, serta
alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diambil sebelum pengaduan kasus ke
Mahkamah Internasional, seperti arbitrase melalui PCA dan konsiliasi.

Kata kunci: Kekebalan Diplomatik, Anggota Keluarga, Pembunuhan, Konvensi
Wina Tahun 1961

Palembang, Februari 2024
Pembimbing Utama, » Pembimbing Pembantu,
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ABSTRACT

This research delved into the intricate dynamics of diplomatic immunity,
particularly in the context of murder cases involving diplomats’ family members, as

framed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Central to the

research is the Convention's approach to criminal acts committed by diplomatic
envoys, the rationale behind extending immunities to diplomats' families, and the
legal mechanisms activated by such criminal acts. It probed the historical and
pragmatic reasons for the extension of these privileges to diplomats’ families,
illuminating the delicate interplay between international protocol and the
sovereignty of states. Employing a normative legal research inclusive of case law
review, in conjuction to the Theory of Extraterritoriality, Theory of Functional
Necessity and Representative Character Theory. The findings of this research
indicate that while the Convention does not specifically address criminal acts
within the scope of diplomatic work, it emphasizes the obligation of diplomatic
representatives to adhere to local laws. It explicates the reasons for granting
diplomatic immunity based on administrative rationales and the practices of
customary international law, viewing them as direct representations of sovereign
state leaders. Additionally, it outlines alternative dispute resolution mechanisms
available before escalating a case to the International Court, such as arbitration
through the Permanent Court of Arbitration (PCA) and conciliation.

Keywords: Diplomatic Immunity, Family Members, Murder, Vienna Convention
of 1961.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas interaksi sesama manusia sudah berlangsung sejak awal masa
peradaban manusia. Interaksi ini dapat terjadi baik interpersonal maupun antar grup
atau perkumpulan. Ada banyak manfaat dari hubungan antarnegara, di antaranya
dapat membantu meningkatkan perdamaian dan keamanan. Ketika suatu negara
mempunyai hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat, kecil kemungkinannya
untuk berperang satu sama lain. Selain itu, hubungan antarnegara dapat membantu
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Perdagangan antar negara
dapat menurunkan harga bagi konsumen dan dunia usaha, dan juga dapat
menciptakan lapangan kerja baru. Hubungan antar negara juga dapat membantu
mendorong pertukaran dan pemahaman antarbudaya. Ketika orang-orang dari
berbagai negara berinteraksi satu sama lain, mereka dapat belajar lebih banyak
tentang kebudayaan dan perspektif satu sama lain. Hal ini dapat membantu
membangun jembatan antar negara dan mengurangi konflik.!

Kata “diplomasi” atau dalam Bahasa Inggris “diplomacy” berasal dari
kebiasaan dan kata dalam bahasa Yunani “diploun” yang memilki arti “melipat”.
Hal ini bermula pada jaman Kekaisaran Romawi dimana paspor dibuat dengan

mencetakannya pada dua piringan logam yang dilipat dan dijahit secara unik dan

! Bertrand Badie, 2020, How international relations were invented, ElgarOnline, diakses
melalui https://doi.org/10.4337/9781789904758.00005


https://doi.org/10.4337/9781789904758.00005

spesial. Dokumen ini disebut “diplomas” dan lama kelamaan juga meliputi
dokumen kenegaraan yang mengatur perjanjian antar negara atau pemberian hak
istimewa pada seseorang dalam bentuk selain logam dobel. Karena dokumen-
dokumen ini semakin menumpuk, maka di perlukan orang yang mengarsip
dokumen-dokumen tersebut, mereka disebut juga sebagai “diplomaticus” atau
“diplomatique” >

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diplomasi
diartikan sebagai proses pembinaan hubungan resmi antara negara satu dan
lainnya.? Diplomasi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu melalui manifestasi-
manifestasi kegiatan yang memiliki tujuan atau maksud yang sama dengan arti
“diplomasi” yang kita ketahui saat ini. Bukti tertua adanya kegiatan diplomasi
berasal dari ditemukannya tablet kuno di Iran yang diperkirakan dibuat pada tahun
2500 SM.* Tablet ini diyakini sebagai dokumen diplomasi karena menggunakan
kata “mar shipri” dalam bahasa Akkadia yang dapat berarti “pembawa pesan”,
“duta”, atau “perwakilan”.’ Kata diplomasi lama-kelamaan berkembang dan
bermakna menjadi hal yang mengatur hubungan internasional.®

Hubungan diplomatik adalah salah satu teknik dari diplomasi.” Hubungan

diplomatik adalah interaksi antara negara-negara, baik antara negara satu dan

2S. L. Roy, 2020, Diplomasi, Rajawali Pres, Jakarta, Hal. 1

3 KBBI, Diplomasi

4 Joseph M. Siracusa, 2021, Diplomatic History: A Very Short Introduction, 2 nd. Ed,
Oxford University Press, Oxford, hal. 20

STFDT, 2021, Ancient Diplomacy: What can it teach us?, The International Forum on
Diplomatic Training, https://forum.diplomacy.edu/ancient-
diplomacy/#:~:text=Archaeologists%20discovered%20the%20first%20written,written%20in%20
Akkadian%?20(Babylonian), diakses pada 7 September 2023.

® Op cit, S. L. Roy.

7 Yaqing Qin, 2020, Diplomacy as Relational Practice. The Hague Journal of
Diplomacy, 15(1-2), 165-173. https://doi.org/10.1163/1871191X-15101092.



lainnya maupun antara negara satu dengan banyak negara lainnya. Singkatnya,
hubungan diplomatik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
antara negara-negara yang meningkatkan dirinya dalam hubungan tersebut. Praktik
hubungan diplomatik sudah dilakukan dari waktu terdahulu, menghubungkan satu
bangsa dan bangsa lainnya, satu kerajaan dan kerajaan lainnya.?

Untuk dapat masuk ke dalam hubungan diplomatik, diperlukan suatu
pengakuan (recognition/de jure) atas negara tersebut oleh negara lain. Negara lain
yang akan melakukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut barulah bisa
menerima perwakilan negara lain ke negaranya setelah melakukan pengakuan
tersebut dan common agreements untuk melakukan hubungan serupa. Tanpa
adanya bentuk pengakuan terhadap suatu negara, maka mustahil bagi kedua negara
untuk melakukan pembukaan hubungan diplomatik dan melakukan pertukaran
perwakilan.’

Dalam dunia modern perwakilan suatu negara untuk negara lain juga
dikenal dengan sebutan diplomat. Diplomat sendiri dikategorikan sebagai agen
diplomasi atau figur yang berperan besar dalam terlaksananya diplomasi antar
negara. Diplomat sendiri dalam lini sejarah sudah ada keberadaannya bahkan

sebelum kata “diplomat” itu sendiri digunakan untuk mendeskripsikan pekerjaan

8 Raymond Cohen, 2001, The great tradition: The spread of diplomacy in the ancient world,
Diplomacy & Statecraft, 12:1, 23-38, https://doi.org/10.1080/09592290108406186.

° B. Sen, 1965, Establishment and Conduct of Diplomatic Relations. In: A Diplomat’s
Handbook of International Law and Practice. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-
011-8792-3_3.
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tersebut. Salah satu orang yang paling terkenal yang menjalankan fungsi diplomatik
adalah Niccolo Machiavelli (1469—1527).1°

Diplomat dapat dikatakan sebagai professional strangers karena pekerjaan
menuntut mereka untuk familier terhadap hal-hal yang ia hadapi setiap hari di
negara tempat ia ditugaskan, namun untuk tetap menjaga jarak dengan semua hal
tersebut. Menjaga jarak di sini bertujuan untuk mencegah terjadinya hubungan
personal yang dapat menghalangi atau menghambat hal-hal yang seharusnya
mereka lakukan. Konsep ini disebut juga sebagai konsep diplomat-as-strangers
yang bila kita perhatikan memiliki tekanan kepada diplomat untuk menjaga sikap
dan moral karena mereka merupakan “tamu” di tempat mereka ditugaskan.!!

Diplomat mewakili pemerintahan atau negara asal mereka kepada
pemerintah atau Negara penerima. Negara asal diplomat disebut juga Negara
Pengirim (sending state) dan negara yang menjadi tuan rumah bagi diplomat
disebut juga negara penerima (receiving state). Diplomat memiliki peran untuk
menyampaikan dan mewakili pandangan serta kepentingan-kepentingan Negara
Pengirim mereka pada suatu negosiasi agar menciptakan dan/atau mempertahankan
situasi yang damai dalam kerja sama, pemecahan masalah, dan inisiasi-inisiasi
lainnya.!?

Negara Pengirim memiliki hak untuk menunjuk diplomat yang akan

ditugaskan kepada negara penerima. Negara penerima berhak memberikan

10°Sir Ivor Roberts, 2009, Satow’s Diplomatic Practices, 6 th. Ed, Oxford University Press,
Oxford, hal. 762

1 Paul Sharp, Diplomatic Theory of International Relations, Cambridge University Press,
Cambridge, Hal. 100

12 Garrett W. Brown, Iain McLean, dan Alistair McMillan, The Concise Oxford Dictionary
of Politics and International Relations, 4th. Ed, Oxford University Press, Oxford, hal. 210.



persetujuan atau penolakan kepada agen diplomatik yang akan di kirimkan ke
negaranya.'’ Negara Pengirim juga harus melaporkan tujuan dan misi diplomatik
yang dibawa oleh diplomat yang ditugaskan dengan catatan bahwa negara penerima
berhak menerima atau menolak misi diplomatik itu sendiri baik dari segi ukuran,
keperluan serta kepentingannya, dan lain sebagainya.'*

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik adalah konvensi
yang berisikan peraturan-peraturan tentang hubungan diplomatik antar negara
terhadap prosedur, hal-hal, dan agen diplomatik. Konvensi Wina tentang Hubungan
Diplomatik mengkodifikasi aturan untuk pertukaran kedutaan atau agen diplomatik
antara negara-negara berdaulat. Aturan-aturan dalam konvensi ini dapat dikatakan
sebagai aturan yang paling mendasar dan tertua dalam melindungi agen-agen
diplomatik untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsi mereka. Konvensi ini
memiliki sumbangsih yang besar dalam tatanan hukum internasional di dunia
modern dan melandasi aturan-aturan berhubungan antar negara.'’

Pada hakikatnya, Konvensi Wina Tahun 1961 adalah dikenal juga sebagai
Hukum Diplomatik itu sendiri. Ini terjadi karena Hukum Diplomatik terdiri atas
rangkaian komentar yang berkaitan dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai
Hubungan Diplomatik.!® Secara tradisional, hukum diplomatik mengacu pada
serangkaian aturan atau norma-norma dalam hukum internasional yang bertujuan

untuk mengendalikan status dan peran misi diplomatik antarnegara melalui

13 Pasal 5 (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

14 Pasal 11 (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

15 Eileen Denza, 2009, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on
Diplomatic Relations, 4th. Ed, Oxford University Press, Oxford, hal. 1.

16 Ibid.



pembentukan hubungan diplomatik.!” Dalam pengertian lain, hukum diplomatik
juga dimengerti sebagai kumpulan aturan yang menentukan posisi dan peran para
diplomat, termasuk berbagai jenis struktur organisasi dari layanan diplomatik itu
sendiri.!'®

Hak dan kewajiban perwakilan diplomatik juga tercantum didalam
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hak dan kewajibannya
ini menyangkut dirinya sendiri, keluarga dan bawahan atau petugas-petugas lainnya
yang dipekerjakan untuk kepentingan terlaksananya fungsi dan tujuan misi
diplomatik dengan baik. Hak dan kewajiban ini meliputi proses administrasi seperti
hak menerima kekebalan diplomatik, proses administrasi seperti pemberitahuan
kepada Ministry of Foreign Affairs (Kemlu) Negara penerima terhadap kedatangan
serta keberangkatan orang-orang yang terlibat dalam misi diplomatik, dan lain
sebagainya.

Keluarga diplomat, seperti di sebutkan di dalam Pasal 37 Konvensi Wina
Tahun 1961, juga memperoleh kekebalan diplomatik dan hak istimewa yang sama
dengan perwakilan diplomatik itu sendiri. Hal ini menjadi demikian agar bisa
dijamin kelancarannya tugas dan misi diplomatik yang dijalankan diplomat.
Sebagai contoh jika terjadi penyekapan atau pembunuhan terhadap keluarga
diplomat, hal itu dapat memberikan efek yang besar bagi kesehatan mental diplomat
dan berpotensi tinggi mengganggu jalannya misi diplomatik. Maka dari itu,

keluarga diplomat turut diberikan hak dan kekebalan yang sama.

17 L. Dembinski, 1998, The Modern Law of Diplomacy, Martinus Nijhoff Publishers,
Belanda.

1 Edmund Jan Osmanczyk, 1995, Encyclopedia of the United Nations and International
Agreements, Taylor and Francis, London.



Keluarga diplomat yang dimaksudkan dalam Pasal di atas tidak memiliki
definisi atau penjabaran yang pasti tentang siapa saja yang dianggap “keluarga”
diplomat.!” Namun, ditemukan kebiasaan praktik dari berbagai negara yang
menanggap bahwa “keluarga” dalam hal ini adalah atomic family dari diplomat itu
sendiri. Yang termasuk pasangan serta anak-anak dari diplomat itu. Namun banyak
juga negara yang memperluas lingkup tersebut dan memasukkan orang tua dan
saudara dari diplomat itu sendiri sebagai bagian dari “keluarga.” Karena tidak
adanya kepastian definisi dari apa itu “keluarga” dalam hal ini, maka interpretasi
yang lumrah digunakan adalah berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan
ataupun adanya prosedur antar negara yang berhubungan diplomatik untuk
menyelaraskan perbedaan opini terkait masalah ini.2

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, keluarga diplomat memiliki
kekebalan diplomatik dan hak istimewa yang sama dengan diplomat yang terkait
dengannya. Dengan demikian, mereka juga memiliki kewajiban umum yang sama
dengan diplomat itu sendiri di negara penerima. Semua dilakukan demi memberi
kelancaran tugas das misi diplomatik yang dijalankan. Kewajiban tersebut meliputi
tetapi tidak terbatas pada menghormati hukum dan aturan negara penerima, tetap
menjaga jarak profesional terhadap orang-orang di negara penerima, dan lain
sebagainya.?!

Pada tahun 2019, istri seorang perwakilan diplomatik AS, Anne Sacoolas,

melakukan aksi penabrakan yang berujung pada meninggalnya pemuda Inggris

19 Eileen Denza, Op cit., hal. 319.
20 Ibid. hal. 320.
2L Sir Ivor Robert, Op cit., hal. 152



bernama Harry Dunn di kota kediaman mereka di Northamptonshire, Inggris.
Semua bermula saat Anne Sacoolas mengendarai mobil miliknya keluar dari
pangkalan militer RAF Croughton di kota Northamptonshire di Inggris pada
tanggal 27 Agustus 2019 pukul 20.20. Sacoolas berbelok dan menepati lajur yang
salah pada jalan. Sekitar 30 detik kemudian Sacoolas menabrak motor yang
dikendarai pemuda Inggris, Harry Dunn, membuat Dunn terlempar ke arah bagian
depan mobil Sacoolas dan melampauinya hingga ia terjatuh di jalanan. Motor Dunn
terbakar karena tabrakan tersebut dan terlempar ke belakang.?? Tidak lama,
pengemudi lain melewati jalan tersebut dan segera menelepon pihak berwajib.
Sacoolas mengkonfirmasi kejadian kepada pihak polisi dan memberikan informasi
lanjutan.?? Dunn mengalami luka parah dan segara dibawa langsung ke rumah sakit.
Tidak lama setelah sampai di rumah sakit, ia pun menghembuskan nafas
terakhirnya.?*

Dalam prosesnya, pemerintah Amerika Serikat mengklaim kekebalan
imunitas terhadap Sacoolas karena merupakan keluarga dari perwakilan diplomatik
mereka, Jonathan Sacoolas, seorang Staf Administratif dan Teknis di pangkalan
militer RAF Croughton.?> Akhir dari diskusi antara pemerintah AS dan Inggris

berujung pada pulangnya Sacoolas ke AS pada tanggal 15 September 2019.26 Pada

22 Courts and Tribunals Judiciary of The United Kingdom, 2022, Rex v Anne Sacoolas:
Sentencing Remarks, https://www .judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/12/R-v-Sacoolas-
sentencing-081222.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2023, Paragraf 1.

23 Ibid, Paragraf 2.

24 Ibid, Paragraf 3.

25 Ibid, Paragraf 7.

26 Courts and Tribunals Judiciary of The United Kingdom, 2020, Dunn v. Secretary of State
for Foreign and Commonwealth Affairs: Approved Judgement, https://www.judiciary.uk/wp-
content/uploads/2020/1 1/R-Dunn-v-SOS-for-Foreign-and-Commonwealth-Affairs.pdf, diakses
pada tanggal 15 September 2023, Paragraf 4.



10 Januari 2022, Kejaksaan Inggris mulai melakukan proses ekstradisi terhadap
Sacoolas atas tuduhan menyebabkan Dunn meninggal. Namun, Pemerintah AS
dengan tegas menolak proses ekstradisi tersebut dengan alasan bahwa Sacoolas
masih menikmati kekebalan diplomatik saat kejadian dan sangat kecil
kemungkinan bahwa Sacoolas akan kembali ke Inggris.?’

Kejadian ini memicu banyak kontroversi dari berbagai pihak dan kalangan
karena aspek-aspek spesial yang dimiliki kasus ini. Aspek spesial yang perlu di
highlight pada kasus ini adalah fakta bahwa Anne Sacoolas merupakan istri seorang
staf perwakilan diplomatik yang ditugaskan di Inggris. Hal tersebut membuat Anne
Sacoolas juga menerima kekebalan diplomatik seperti suaminya di Inggris.
Kekebalan tersebut membuat Anne Sacoolas, secara teori, tidak bisa diadili di
Inggris karena kekebalan yang ia miliki tersebut. Sacoolas menggunakan
kekebalannya sebagai alasan utama untuk tidak mengikuti proses hukum di Inggris
tersebut dan pulang ke tanah airnya. Pemerintah Inggris juga ikut diseret oleh
keluarga Harry Dunn di pengadilan atas dasar secara tidak sah mengkonfirmasi
dan/atau memberi tahu kepada pihak berwajib untuk melepaskan prosesi hukum
Sacoolas karena ia memiliki kekebalan diplomatik di Inggris.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menjawab bagaimanakah
langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat diambil agar terciptanya suatu
keadilan bagi kedua belah pihak. Karena, keadaan yang terjadi dilapangan hingga
sekarang tidak mencerminkan dapat ditegakkannya suatu keadilan dan justru

condong hanya melindungi satu pihak saja, yaitu Anne Sacoolas sebagai pelaku

27 Ibid, Paragraf 5.
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pembunuhan. Disisi lain, keluarga korban masih belum menerima sedikit pun rasa
keadilan dari insiden ini.

Penulis akan mencoba mengaitkan tiga teori utama yang menyangkut
terhadap berdirinya kekebalan diplomatik. Tiga teori tersebut adalah Theory of
Functional necessity, Theory of Exterritoriality, dan Representative Character
Theory. Penulis ingin melihat seberapa erat hubungan kasus dengan ketiga teori
tersebut dan apakah kasus ini tidak sesuai dengan tujuan dari teori-teori yang telah
disebutkan. Harapannya, ditemukan jawaban yang pasti atau jawaban yang konkret
dalam mencari titik tengah dari penyelesaian masalah ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis
berpendapat bahwa melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut akan sangat
menarik dalam formar skripsi dengan judul “KEKEBALAN DIPLOMATIK
DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KELUARGA
DIPLOMAT DI NEGARA PENERIMA BERDASARKAN KONVENSI

WINA TAHUN 1961~

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah pengaturan Konvensi Wina Tahun 1961 terhadap tindak
pidana yang dilakukan perwakilan diplomatik?
2. Mengapa keluarga perwakilan diplomatik turut dilindungi hak istimewa
dan kekebalan diplomatik?
3. Bagaimana proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh

perwakilan diplomatik dan/atau keluarganya?
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C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan peran Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang
Hubungan Diplomatik terhadap tindak pidana yang melibatkan perwakilan
diplomatik.

2. Mengetahui dan menjelaskan mengapa keluarga perwakilan diplomatik
juga mendapatkan perlindungan berupa hak istimewa dan kekebalan
diplomatik.

3. Mengetahui dan menjelaskan proses hukum dari tindak pidana yang

dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan/atau keluarganya.

D. MANFAAT PENELITIAN
Secara umum manfaat penelitian yang bisa didapatkan pada penulisan
skripsi ini merupakan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dalam memberikan manfaat seperti membantu
pembangunan dan pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum
internasional dan lebih spesifiknya hukum diplomatik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan

untuk menyelesaikan atau setidaknya memberikan arahan terhadap permasalahan-
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permasalahan yang timbul dari penyelewengan kebebalan diplomatik oleh

perwakilan diplomatik dan keluarganya di negara penerima.

E. RUANG LINGKUP

Studi ini akan fokus pada topik yang terbatas, yaitu membahas tentang
kekebalan diplomatik sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Wina 1961
mengenai Hubungan Diplomatik. Tindak pidana yang akan dibandingkan dengan
skenario pada judul hanya akan terbatas pada tindak pidana yang berakibat hilang
atau menderitanya nyawa seseorang. Pemaparan dari rumusan masalah akan
berdasarkan hukum internasional yang berlaku baik dalam bentuk konkret (legal
framework) atau kebiasaan (customary international law). Interpretasi terhadap
Konvensi Wina Tahun 1961 pada penelitian ini akan mengutamakan interpretasi
secara harfiah dan juga berdasarkan interpretasi dari negara kedua belah pihak yang

bersengketa, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kerangka teori adalah asumsi dasar atau hipotesis yang memberikan
kejelasan dalam bentuk penjelasan tentang situasi permasalahan yang dihadapi.?®
Dalam penelitian ini, akan diaplikasikan beberapa teori sesuai dengan

permasalahan yang akan dikaji untuk memungkinkan analisis dan perkiraan yang

28 Buchari Lapau, 2013, Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi,
Tesis Dan Disertasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, Hal. 32.
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akan mengarah pada hasil tertentu dari studi ini.  Teori-teori tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Theory of Exterritoriality

Theory of Extraterritoriality atau Teori Ekstrateritorialitas merujuk pada
suatu negara atau entitas non-negara yang menggunakan wewenang hukumnya di
dalam wilayah negara lain. Konsep ini pertama kali disebutkan dalam kaitannya
dengan duta besar oleh Hugo Grotius, penulis abad ke-17, yang dianggap
beroperasi "quasi extra territorium" atau berarti yang beroperasi hampir di luar
wilayah. Ketika konsep kedaulatan semakin terkait dengan batas-batas wilayah
pada abad ke-17 dan ke-18, cakupan hukum suatu negara meluas untuk mencakup
segala hal dan semua orang di dalam wilayahnya.?’

Teori ini dapat dipahami baik sebagai penerapan hukum suatu negara di luar
batas wilayahnya sendiri atau penyerahan kendali hukum atas sebagian wilayahnya
kepada entitas lain, yang mungkin bukan negara lain. Teori ini memungkinkan
pendirian area khusus di dalam negara di mana aturan perpajakan yang
menguntungkan, perubahan yurisdiksi pidana dan perdata, serta proyek arsitektur
besar dapat terjadi berdasarkan preferensi pedagang atau pengusaha yang
memperoleh hak istimewa ini. Hak-hak istimewa hukum ini terkadang diberikan
melalui perjanjian bebas negosiasi atau konsesi, tetapi dalam kasus lain, mereka

diberlakukan dengan paksa.*°

2 Moritz Anselm Mihatsch dan Michael Mulligan, 2021, The longue durée of
extraterritoriality and global capital, Culture, Theory and Critique, DOLI:
10.1080/14735784.2021.1894960. Hal. 2.

30 Ibid.
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2. Theory of Functional Necessity

Theory of Functional Necessity juga dikenal dengan Teori Kebutuhan
Fungsional, Teori Fungsionalitas dan Teori Fungsionalisme. Dalam rumusannya
yang terdahulu, Teori ini mengemukakan bahwa seiring dengan terus meningkatnya
ketergantungan ekonomi dan teknologi, ranah hubungan diplomatik dan
perkembangan kerangka hukum internasional akan semakin dipengaruhi oleh
pertimbangan fungsional, daripada dipengaruhi oleh ideologi dan strategi politik.>!

Meskipun tren ini terlihat dalam beberapa aspek hubungan diplomatik,
terutama dalam entitas seperti Komunitas Eropa, manifestasinya kurang terlihat
dalam bidang lain dalam diplomasi internasional. Dalam banyak negosiasi dan
sengketa yang terjadi di seluruh dunia, bahkan ketika masalah yang dihadapi dapat
diselesaikan dengan pendekatan fungsional, negara-negara tetap memberikan bobot
yang signifikan pada faktor-faktor ideologi dan politik dalam membentuk strategi
diplomatik dan posisi hukum mereka.*?

Para pendukung teori ini berharap bahwa jaringan koneksi dan hubungan
fungsional yang semakin berkembang akan mendominasi hubungan internasional,
dengan demikian mengurangi signifikansi konflik politik dan ideologis, bahkan
menjadikannya tidak relevan. Namun, dalam banyak skenario dunia nyata, justru
kebalikannya yang terbukti benar. Organisasi internasional yang didirikan dengan
tujuan fungsional sering kali terjerat dalam persaingan politik dan ideologi, dan isu-

isu hukum internasional yang bersifat fungsional sering kali dimanfaatkan oleh

31 Alberto R. Coll, 1985, Functionalism and the Balance of Interests in the Law of the
Sea: Cuba’s Role. American Journal of International Law, 79(4), 891-911. DOI:10.2307/2201831.
Hal. 891.

32 Ibid.
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negara-negara sebagai alat untuk memajukan tujuan ideologis dan politik mereka

yang lebih luas dalam ranah hubungan diplomatik .

3. Representative Character Theory

Representative Charater Theory atau Teori Karakter Perwakilan adalah
sebuah konsep penting dalam konteks hubungan diplomatik, menyatakan bahwa
Negara Penerima seharusnya berinteraksi dengan perwakilan asing seolah-olah
mereka berurusan langsung dengan negara berdaulat itu sendiri. Prinsip ini
menekankan gagasan inti bahwa Negara penerima harus memperlakukan utusan
diplomatik dan duta besar dengan cara yang konsisten dengan cara mereka
memperlakukan perwakilan tertinggi Negara Pengirim, seperti utusan presidensial.
Tujuan utama adalah memastikan bahwa agen diplomatik tetap terlindungi dari
yurisdiksi Negara penerima.>*

Di dasar teori ini terdapat keyakinan bahwa hak istimewa diplomatik dan
imunitas didasarkan pada asumsi bahwa serangan terhadap seorang diplomat
seharusnya dianggap sebagai serangan terhadap penguasa dari Negara Pengirim itu
sendiri. Pandangan ini berakar pada gagasan mendalam bahwa diplomat-diplomat
ini berbagi hubungan yang mendalam, yang disimbolkan oleh kewarganegaraan
dan kesetiaan mereka kepada penguasa mereka, sebagaimana halnya ikatan

kekerabatan.?’

33 Ibid.

34 Muhammad Basheer A. Ismail, 2016, Islamic Law and Transnational Diplomatic Law:
Philosophy, Public Policy, and Transnational Law, Palgrave Macmillan, New York.
https://doi.org/10.1057/9781137558770 4. Hal. 80.

35 Ibid, Hal. 81.
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Oleh karena itu, Negara Penerima harus melindungi dan memastikan tidak
terganggunya diplomat-diplomat ini, mengakui bahwa setiap tindakan yang
merugikan mereka dapat diinterpretasikan sebagai penghinaan langsung terhadap
kedaulatan dan martabat Negara Pengirim itu sendiri. Interpretasi ini menekankan
tingginya tingkat seriusnya pelanggaran diplomatik dalam ranah hubungan
internasional, serta menegaskan pentingnya perlindungan dan imunitas diplomatik

yang kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.*¢

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang diterapkan untuk
mengekstrak data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan
memvalidasi pemahaman khusus. Tujuannya adalah agar pengetahuan ini bisa
efektif dalam menganalisis, menyelesaikan, dan mengantisipasi berbagai isu yang

relevan.’” Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian hukum normatif akan
diadopsi, yang merupakah salah satu metode penelitian yang cocok untuk konteks
hukum masa depan. Pendekatan ini turut dikenal sebagai Penelitian Hukum

Kepustakaan, yang melibatkan analisis bahan pustaka yang tersedia sebagai bagian

36 Ibid.
37 Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris, Prenadademia Group, Depok, Hal. 3.
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dari proses penelitian hukum.*® Pendekatan penelitian normatif juga dikenal
sebagai doctrinal research, di mana penelitian tersebut mengulas apakah hukum
dianggap sebagai praktik atau norma dalam pengambilan keputusan dalam konteks
hukum, atau sebagai suatu peraturan tertulis.’® Penulisan skripsi ini akan menelaah
bahan-bahan Pustaka berikut:

a. Teori-teori Hukum

b. Peraturan hukum yang belaku di skala internasional

2. Pendekatan Penelitian
Penulisan skripsi secara normatif ini dilakukan dengan beberapa pendekatan
sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)
Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang berfokus pada
Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik untuk memahami
penerapan kekebalan diplomatik secara luas yang diikuti oleh negara-negara yang

menandatangani konvensi tersebut.

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach)
Pendekatan konsep adalah metode yang digunakan untuk mengerti prinsip-
prinsip pelaksanaan kekebalan diplomatik yang diberlakukan kepada perwakilan

diplomatik atau utusan suatu negara di wilayah negara lain.

38 Soerjonosoekanto Dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Hal. 13-14.

39 Johny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Banyumedia Publishing, Hal. 46.
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c. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum melibatkan kajian dan analisis

mendalam terhadap putusan pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman

bagaimana pengadilan menafsirkan undang-undang, alasan di balik keputusannya,

dan implikasi keputusan tersebut terhadap kasus-kasus dan prinsip-prinsip hukum

di masa depan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1)

2)

3)

4)

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
(Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations)

Diplomatic Privileges Act of 1964 (Ratifikasi Konvensi Wina
Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Kerajaan Britania
Raya dan Irlandia Utara).

Diplomatic Relations Act of 1978 (22 U.S.C. 254) [Ratifikasi
Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh
Amerika Serikat].

Protokol Opsional Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan
Diplomatik Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib
(Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations Concerning

the Compulsory Settlement of Disputes)
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber yang akan memberi elaborasi
tentang Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian hukum ini. Jenis data
Hukum Sekunder ini bisa termasuk buku-buku relevan, publikasi ilmiah, makalah,

artikel, dan sumber lain yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.*°

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang menyediakan informasi
atau arahan yang bersumber dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan
Hukum Tersier ini dapat berupa antara lain:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum;
3) Ensiklopedia; dan
4) Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian

ini.*!

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Studi ini akan menjelajahi sumber-sumber hukum melalui metode
penelitian kepustakaan atau /ibrary research. Pendekatan ini termasuk pencarian

bahan hukum yang meliputi primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini

40 Sri Mamudi, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Hal. 13.
41 Ibid.



20

akan diuraikan secara kualitatif, dengan memberikan deskripsi rinci berdasarkan
sumber-sumber literatur, media elektronik, serta bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier yang sesuai dengan topik penelitian.*?

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penafsiran hukum. Dalam konteks
hukum, proses penafsiran berfokus pada upaya untuk memahami dan menentukan
makna atau implikasi dari sebuah teks atau pasal hukum sesuai dengan konteksnya.
Metode ini melibatkan sejumlah pendekatan yang dapat digunakan, termasuk
penafsiran berdasarkan tata bahasa, pendekatan sistematis, pembandingan,
perluasan, atau pengurangan, serta analisis historis, teologis, logis, futuristik,
komparatif, dan autentik (yang diakui secara resmi dalam suatu negara).*

Penafsiran atau interpretasi dalam penelitian ini merupakan suatu proses
non-hipotesis yang mengevaluasi norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan,
serta norma hukum yang diterapkan dalam masyarakat dengan pendekatan
kualitatif, terutama dalam kerangka peraturan perundang-undangan.** Penafsiran
hukum juga tidak menimbulkan permasalahan baru serta dapat tidak
dilaksanakan.*> Tujuan dari proses penafsiran hukum ini adalah untuk mencapai

pemahaman yang akurat dan komprehensif tentang ketentuan hukum yang

42 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Majul,
Hal. 35.

4 Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum  Sebuah  Pengantar,
Yogyakarta:Liberty, Hal. 45.

4 Lexi J. Moelong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosyada Karya,
Hal. 4.

4 Op. cit., Sudikno Mertokusumo, Hal. 96.
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bersangkutan, sehingga dapat menjadi saran atau diterapkan dalam penegakan

hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis akan melaksanakan
analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan-bahan tersebut, yang meliputi
pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan cara mendetailkan data yang
diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah itu, analisis akan dilanjutkan dengan
pembentukan kesimpulan.*6

Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan, di mana proses
berpikir dimulai dari fakta atau premis yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan
terhadap fakta yang lebih spesifik.*’ Hasil penelitian ini berupa proposisi umum
yang selanjutnya dikaitkan dengan masalah spesifik yang sedang diteliti untuk
mendapatkan kesimpulan yang lebih detail, yang bertujuan untuk menjawab isu

yang diangkat dalam studi ini.

46 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 52.

47 Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, Hal. 25.
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